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ABSTRAK

Polisi Republik Indonesia (POLRI), sebapai Organisasi Polisi Nasional i1
dari Megara scbesar Republik [ndonesia (RI). Memang tidak boleh dianggap
enteng, arohlema-problema vang melilit dan mengikat whuh POLRL yang tidak
memungkinkan POLRI berkembang sesual kekuatan wang langguh  dalam
pengabdiannya menegakan hukum, Semenjak keluarnya Undang-undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Neparn Republik Indonesia telah didasarkan
paradipma baru, sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan, peran
dan pelaksanuan tugas Kepolisian. Seiring dengan mercbaknya fenomena
supermasi hukum, HAM, Globalisasi, Demokratisasi dan Tranformasi seria
tumbuhoya berbagai tuntutan, dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas
Kepolisian Mepara Republik Indonesia, sangat ditentukan pula cleb penlaku
terpuji  setiap anggota Kepalisian  Nepars  Republik  Indenesia,  ditengah
masyarakat, Alangkah baiknya jike selurub anggeta POLRI juga mersapatkan
acuan jempol dalam kedisiplinan khususnya dalam kedinasan, dalam penelitian ini
lehih membahas tentang penegakan hukum terhadap kedisiplinan anggota POLRL,
dan Metode Penelitian yang dipunakan adalah vuridis sosiologis yaitu pendekatan
vang selain menggunakan lileratur kepustakaan, juga melakukan penelitian di
lapangan. Hasil penelitian memperlibatkan a) Benk-benuk pelanggaran kode
etik / disiplin yang terjadi di Poltabes Padang adalab 1) Tidak melakukan apel
tiga kali, baik apel pagi atau stang 2) Tidak berprilaku sopan santun terhadap
masyvarakal dalam melaksanaken wgas atan dinas. 3) Menvalabgunakan
wewenang dan keberpihak dalam mensngani suatu perkara. b} Proses penegakan
hukum terhadap pelanggaran kode ctik 7 disiplin di poliabes Padang. Teriehih
dahulu melakukan pemeriksaan saksi — saksi setelah pemeriksaan diajukan kepada
KAPOLTABES Padang selaku ankum (atasan vang menghukum) maka barulah
dilaksanakan sidang disiplin. Pimpinan sidang berpedomani berkas perkara vang
telah dibuar unit Provos, dengan menanyakan satu persatu kepada terperiksa
berdasarkan laporan polisi vang ada dalam berkas perkara. Pelaksanaan sidang i
skors selama lima menit untuk memutuskan putusan hukuman alternanf, Setelan
sembacaan putusan sidang selesai maka pimpinan sidang menutup sidang disiplin,
Hasil sidang disiplin berupa laporan dikirim ke POLDA sumbar setelah menjalan:
hukuman disiplin.
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A, Latar Belakanyg

Polisi Republik Indonesia (POLRL), sebagai Organisasi Polis Masional Bl
dari Megara sebesar Republik Indenesia (R1), memang tidak boleh dianggap
enteng, problema-problema vang melifit dan mengikat wbuh POLRD yang tidax
memungkinkan POLRI berkembang sesuai kekuatan yanp tangguh  dalam
pengabdiannya mencgakan hukum, semenjak keluamya Undang-undang Nomer 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Megara Republik Indonesia telah didasarkan
paradipma bar, sehingga diharapkan dapat lebibh memantapkan kedudukan, peran
dan pelaksansan tugas Kepolisian seiring  dengan merchaknya fenomena
supermasi  hukum, HAM, Globalisasi, Demokratisasi Jdan Tranformasi serta
rambuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas
Kepolisian Negara Republik Indonesia vang tinggi sangat ditentukan pula aleh
serilaky terpuji setiap anggota Kepelisian Negara Republik Indonesia ditengah
rmasyarakat,’

Perubshan paradigma ini tidak serta merta membuat POLR] memjadi lebih
tembut, lunak dan bersahabat dengan masyarakal, tetapl juga menegaskan bahwa
POLRL, sebagai alat negara vang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban di
{zlam masyarakat, serta menegakkan supremasi hukum yang berbasis unk

melindungi hak sipil warga negara. Kepolisian adalah instiesi yang dibertkan

| Kep, KAPOLRI 2003, Tenanyg Kade £6ik Profesi POLRYL hal 2



oloritas publik  vang luar biasa, karena  diberikannya  kewenangan untuk
mengontrol masvarakat,”

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI belakangan ini terus diujs citranya
akibat diterpa berbagai kasus-kasus scperti penyuapan, korupsi, HAM. dan
berbagai kasus pidana lainnya. kasus terus bermunculan seperti tidak ada
habisnva, belum tuntas sate kasus, muncul kasus baru, tapi saal ini opini
masyarakal vang brkembang babwa mengangpap terkesan seolah setiap anggota
POLRI kebal hukum karena banyaknya kasus yang melibatkan polisi “menguap”™
sebelum sampal persidangan.’

Menghadapi masvarakat yang semakin maju seperti di Indonesia, maka
POLRI harus mampu pula menvesuaikan perkembangan lingkungan, dengan
program antisipasi yang tepat. Untuk sampat ketzhapan anggota POLRD karos
mampu  meningkatkan profesionalisme di sepala bidang. Maka dari e dalam
kondisi inilah anggota POLR] denpan berbagai tuniutan masyarakat, POLRI harus
berupaya mengetahui harapan masyvarakat terhadap pelayanan masyarakat.

Masvarakat pasti masth mengingal kasus dugaan  korupsi  provek
pengadaan jaringan radio dan alat komunikasi sebesar Rp 60,2 miliar atas Japaran
Blara Center. Kasus ini ddak terdengar lagi. Selanjuinya ada ki _s .oniang
rekening 15 oknum perwira POLRT yang diternukan Pusat Pelaporan dan Analisa
lransaksi Kevangan (PPATK) yvang diduga dipereleh karena menvalahpunaha

kewenangan saal menduduki jabatan “basah” kasus yang juga ramai digunjingkan

P Shanty M, Siharani dkk, 2001, Amigre Kekeavdan Profesionalizeis Maniy
Aemandiviar POLEL Damapena, Jakana, hal 36

' Susanto, 2008, Perpeiidae Masyarakal, Kepolisian Megara Republik indonesia, Jakana,
hala
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Bentuk-bentuk Penegakan Hukum Anggota POLRL di Poltabes Padans
melalzl Provas sebagai penesak hukum telah banyak menangan Kasus-
kasus mulai dari kasus ringan sampai kesus beral pada angeota vang tidak
melaksanakan seperti apel tiga kah, baik apel pag! atau siang, atau tanpa
weteranean sama sekali dilakukan pemanggilan melalui surat pemanggilan
vang dilakukan cleh  Provos dan diberr sanks: berupz teguran teriulis,
pada anggota vang tidak berprilaku sopan santun terhadap masvarakat
dalam melaksanakan tugas atau chnas diberi sanks! berupa keterangan
tertishis, anggots vang menyalahgunakan wewenang dalam menagan suatu
perkars juga diberi sanksi berupz teguran tertulis, Pejabat yang berwenang
menjatuhkan hukuman Ankum {Atasan vang menghukum) sebagaimana
vang dijelaskan pada Keputusan KAPOLRI NO. POL | KEP 42 ¢ [x
2004 tentang  atasan vang  berhak  menjatubkan hukuman  disiphn
dilingkungan POLRL

SProses penegakan disiplin vang diberikan terhadap anggota POLRI vany
telah dinyatekan melakukan pelanguaran disiplin dengan terleluh dahulu
melakukan pemeriksaan saksi-saksi setelah pemeriksaan diajukan kepada
KAPOLTABES Padang selaku Ankum(Atgsan yang menghukum) maka

barulah dilaksanakan Sidang Disiplin, dalam pelaksanzan Sidang disiphin
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